BUPAT] TUJD UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FERATURAN DAERAH KABUPATEN TCLIO UNA-UNA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

FENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEHUDAYAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BLUPATI TOJO LUINA-LINA,

A bahwa kebudayaan dacrah merupakan pengejawantahan nilai

lubur bangsa Indonesia sebagnimana tertuang dalam Undang.
Undeng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa Pemerintah Daerabh  berkewsjiban  untuk  menjaga,
memberdayakan, dan mengembangkan kebudavaan Daerah
sebogni  bentuk  dukungan  fasilitatil § penyelenggaraan
pelestarian kebudayann Daoroh;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hiukum serta menjalankan amanat lampiran huruf v pembagian
urugan permenntahan  bidang kebudayaan Undang-Undang
Nomor 23 Taehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehagalmana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penstapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20232 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang maka diperlukan pengaturan
Penyelenggaraan Pelestarion Kebudayaan Daesrah:

. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalam hura! a, huruf b, dan huref ¢ periu

menetapkan  Pernturnn  Daerah  tentang  Penyelenggarasn
Pelestarian Kebudayvaan Dasmah:

- Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsl Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $342);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Decrah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik ndonesin MNomor 5587),
sehagaimena telah divbah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahum 2023 tentang Penetnpan Peraturan
Pemerintah Penggant! Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022
tentang Cipta Keran Monjadi Undang-Undang (Lembearsn
Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlilk Indonesia Nomor 6856,

Dengan Persetufuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSEAN :

Menetapkan ; PERATURAN DaERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

FELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAE |
RETENTLUIAN UNLIM

Fasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

2,

3.

Kebudayasn adalsh segsla sesualu yang berknitan dengan cipta, rasa, karsa,
dan hasil karya masyarakat.

Kebudayaan Nasionsl sdalah kessluruhen proses dan hasil interaksl antar
Kebudayaan vang hidup dan berlembang di Indonesia.

Kebudayaan Daerah adalah adalah keselurub proses dan hasil Interaksi antar
kebudayaan yang hidup dan berkembang di deerah yang diwariskan secara
turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi benkutnys pada ruang
lingkup daerah lersehutl,

Pemajuan Kebudayaan Dacrah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya
dan kontritual budaya Daerah di tingkat Nastonal maupun Internasional
melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinasn
Hebudayaan.

Pelindungan Hebudayvasn Daerah adalah upaya menjaga keberdanjutan
Eebudayaan Daerah yang dilakuken dengan cara inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi,

Pengembangan Kebudayaan Daersh adalah upays menghidupkan ckosistem
KEebudayaan Daerah serta meninglkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskon
Kebudayaan,




10,

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

19,

22.
23.

29,

Pemanfatan Hebudavasn Daerah adalah upaya pendayagunaan Objek
Pemajuan Eebudayvasn Daersh untuk menguatkan sdeologi, politik, skenomi,
asosinl, budayn, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan  wjoan
pembangunan Dasrah dan Nasonal.

Pembinaan Kebudayaan Deerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kebudayaan, lembaga Kebndayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah
dalam meninglotkan dan memperiuas peran aktf dan inisiatil masyaratat,
Inventarisasi Aset Kebudayaan Daemmh sdailsh serangkalan kegiatan umuk
mela ko kan pendataan, — pencataten, pelaporan hasil pendataan,
pendolkumentasian yang terkait dengan aset kebodayaan daerah.

Pengamanan Kebudayaan Deerah adalah seranglkaian kegiatan vang dilakukan
dalaim upaya mencegah dan menjaga asel kebhudavasn daerah dar Hedakan
ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan kdaim kebudayvaan dar pihak lain.
Pemelharman Kebudayaan Daerah adalah  seranghaian  kegiatan  untuk
mempertahankan kondial tertentu atau mengembalikan aset aset budaya
daerah vang mengalami

Penyelamatan Eebudavaan Dasrah adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi
terhadap aset budaya daerah yang mengelami atau diambang kepunahan.
Publikasi Kebudaynan Daecrah adalah serangkaian tndakan promotif yang
terkait dengan kebudayaan daerah dengan tujusn untuk mengedukasi.

Pokok Pikiran HKebudayaan Daerab adalah dokumen yang memuat kondisd
faktuzal dan permsassishan yang dihadapl dasrah dalam upaya Pemaan
Kebudayann beserta usulan penyeleaginnnya.

Siatem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data witama Kebudayaan
vang mengmtegrasikan sefuruh data Kebudavaan dari berbagal sumber,
Lembaga Keobudayesan adelsh lembeaga wang berperan dalam  kemajuan
kebudayaan,

Sumber Daya Mapusia HKebudeyaan madalah orang veng bergiat, bekerja,
dan/atan berkarva dalam bhidang vang berkaitan dengan Objek Pemajuan
Eebudayaan,

Setiap Crang edeleh oreng perseorangan, lkelompok omang, organisasi
masyarakat, danfatau badan usaha yang berbentulk badan hukum atau bukan
badan hokum.

Masyarakat adalah  ommg  persesrangan, kelompok orang, organisasi
masgyaraleat, dan fatau bedan usahs yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum,

. Daerah adalsh Eabupaten Tojo Una-Una.
. Pemerintahy Doerah adalah Kepala Dasrah sebagal unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah vang memimpin pelalkcsanaan urasan pemerimiahan yang
menjadi kewenangan Dasrah Otonom,

Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

Perangkal Daerah adalah unser pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rekyat Darrah dalam penyelenggaraan urussm pemerintaban yang menjadi
kewenangan Dasrah.

daerah di hidang kebudayaan.




Pasal 2

Penyvelenggaraan Pelestarian Kebudayasn Daemah berdasarkan asas:
toleransi;

keberagaman:

kelokalan;

lintas wilayah;

mantaat;

keberlanjutan;

kebebasan berekspresi;

kesoderajatan; dan

EOONE TOYONE,

FETR S AN FE

Paaal 3

Penvelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah bestufuan umtulc
. melestarikan dan mengelola objelk diduga cagar budaya;
memperteguh identitas Dasrah sebapgal bagian fat divd bangsa;

memperkuat persatuan Daerah sebagal penopang persatuan bangsa;
meninglkatkan citra Duerah sebagai bagian citra bangsa; dan
melestarikan  budeya Daerah acbagai penguat budaya nasional
meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

mpAD TR

Fasal 4
Ruang lingkup pengatumn Peratioran Dacsrah ini melipati:
objek pelsstarian dan Pemajuan Kebudayvaan Dasrab;
tugas dan wewenang,
Pokok Pikiran Kebudavaan Daerab;
P T NCELEET ;
penyelenggaraan pelestarian dan Pemajuan Kebudavaan Daerah;
hak dan kewajiban;
pendanasn; dan
pembinaan dan pengawasan,

FerpRpRr FR

BARII
OBJEK PENYELENGGARAAN PELESTARTAN EEBUDAYAAN DAERAH

Paral 5

:‘:rhgek Penyelengearaan Pelestarlan Kebudeyaan Dasrah meliputt:
mantskrip;

tradisi lisan;

adat istadat;

ritus;

pengetahuan tradisional;

teknologi tradisional;

seTil;

bahasa;

TEmARs PR

memperkokoh karnkter Dasrnh sebagai upaya pembangunan karalter bangsa;

tintuk




i

permainan rakyat;
J. olahraga tradisional; dan/atau
k. cagar budaya.

BAR I
TUGAS DAN WEWENANCG

Bagian Hesabu
Tugna

Fasal &

{1} Pemerintah Daerah bertugas:

12)

(1)

F TrprorARETE

L

menyusun Pakok Pikiran Kebodayaan Daerah,

menjamin pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

menjarnin kebebasan berekseprea;

menjamin perlindungan atas ¢ kspres budaya;

melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

memelihara kebhinckasmn;

miengelola inlormasd di Indang Kebudayaan,

menyediakan sarana dan prasarana Kebudayvaan;

menyediakan aumber pendanaan untuk Pemajuan Kebodagaan Daerah;
membentuk  mekanisme pelibatan Masyaralat  dalem Pemajuan
Kebudayaan Dastvah;

mendorong  peran aktif  dan  nisiabl  Masyarakse dalam Pemajoan
Hebudaysan Daerah; dan

menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan vang berkelanjutan.

Pemerintah Desa atau Kelurahan bertugas;

e

b

.

d.

i

melaksanakan pemajusn Kebudayaan pada Ungkatl desa/kelurahan;
mendorong, menumbuhken, membina, meningkathon  kesadaran
Masyarakal terbadap hak, kewmjiban, dan peran seria dalam Pemajuan
Kebudayaan Daerah;

melakukan kerja sama antar dacrah, kemitraan, dan jejarng dalam upaya
Pemajuan Kebudayaan Dasrah;

melakukan koondinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah  Daerah
Kabupaten dalam pelakssnaan Pemajuan Kebudayaan; dan

membentul tim Pemajuan Kebudayaan di tinglkat Desa,

Bagian Kedua

Wewrnang

Pasal 7

Pemerintah Dasrah berwenang:

f
b.

iC.

. merumuakan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Eebudayaan Dacrah;

merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Hebudayaan
Daerah;

merumuskan den menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam
Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan

merumuskan den menetapkan mekaniame pendonaan dalam Pemajuan
Rebudayaan Daerah.




12)

=)
4

13)

(1)

(2)

(3
(4]

Pemerintah Desa atau Kelurahan berwenang,

a merumuskan pendanasn dan pengatolkestan untuk penvelengparaan
Pemajuan Kebudavasn melalx APB Desa dan APBD; dan

b mengajukan kawasannya schagal dess budaya kepada Pemerintah Deerahb,

BAB IV
POKOK PLKIRAN KEBLDAYAAN DAERAH

Pasal 8

Dalam rangka Pemajuan Kebudaysan Daeerah Bupatt membentuk tim

penyusun uetak menyusun Pokok Pikian Kebodayvaan Daerah.

Tim penyusun Pokok Pikiman Kebudavaan Dacrah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} berjumlah gasal minimal ¥ [tujuh) crang terdirl atse:

a.  ketun;

b. sekretaris merangkap angeota; dan

e anggota.

Tim Penyusun Pokok Pikiran Hebudayasn Daerah diketusi oleh Sekretaris

Daerah,

Angpota Tim Penyusun Polak Pikiran Eebudayaan Daerah terdiri dar anaar:

a. Perangkat Dacrah terkait: dan

b. para shli yang memilild kompetensl dan kredibilitas dalam ohjek Pemajuan
Hebniicdaynan

Tim Penyusun Pokok Pildran Kebudayaan Daeragh sebagaimsna dimaksod pada

ayat (1] sampai dengan ayat (4) ditetapian dengan Keputusan Bupati,

Pasal &

Pokok Pikirsn Kebudayasan Daerah disusum melahn tahapan:

. PErercAnaan,

b. pengumpuian data;

e. penpgolahan data;

d. analisis atas hasil pengolahan data;

e. peryusunan naskah; dan

L penetapan Pokok Pikiran HKebudayvaan Daerah.

Pokeok Pikiran Kebudayann Daermah berisd:

a. identifiknsi keadaan (lorkini dan  perkembangan Objek  Pemajuan
Kebudayaan Daerah;

b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan
pranata Kebudayaan, identilikas: sarama dan prasarana  Kebudayaan
Dacrah;

€. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan

. anglisis dan rekomendssi untuk implementasi Pemajusn Kebudayaan
Daerah.

Anggaran penyusunan Pokok Pikiran BEebudaysan Daerah dibebanksan kepada

anggaran pendapatan dan belania deerah,
Polkok Pildran Kebudayasn Deorah ditetankan dengan Keputuaan Bupati,




BAR Y
FERENCANAAN

Pagal 10

(1} Pemerintah Dacrah Kabupaten menyusun rencana aksi dacrabh Pemajuan
Kebudayaan Daerah.

{2) Rencana akal sebagaimana dimaksud pada aypat [1] disueun untuk dalam
janghka waktu 5 (ima) tahumn,

{3) Rencana aksi daerah sebapaimana dimsksud pada ayat (2) disusun dengan
mengacy kepada Pokok Pikimn Eebudnyaan Dasmah dan dimasukan dalam
rencana pembangunan jangka menengah daesrah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 12

{1} Pemerintah Dacrah membeniuk sisten pendataan terpadu terkait Eebudayasn
untuk mendukinng pelalksanaan Pemajuan Kebodayaan Daerah.

(2) Sistem Pendatasn sebagnimana dimalkeud pada ayat {[) berisi data mengenai;
&. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b. sumber Dayva Manusia KEebudayaan, Lembaga Eebudayaan, dan pranats

Kebudaynan Dacrah Kabupaten;

c. sarana dan prasarana Kebudayaan Dacrah Kabupaten; dan
cl. data lain terkait Kebudayaan Dagrah Eabupaten;

(3] Sistem Pendatasm Hebudayasn Terpadu harus dapat dinkses oleh Setiap
Cirang.

BAR V]
PENYELENGQGARAAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
i

Pasal 13

Penyelenggaman Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikcordinasikan
oleh Bupati melalui Dinas,

Pasal 14

(1] Dalsm mencapsi tujusn Pelestarian dan Pemajuan EKebodayaan Daerah,
Pemerintah Daesrah Kabupaten melakukan pengarusutamaan Kebudayasn

(2) Pengarusulamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud
pada syat (1) dimuat dalam Rencana Kesja Peranghkat Dasrah.




Pa=al 15

Apabila asctelsh dilakukan verifikasi dam dimyatakan tidak sesus dengan kriteria
Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkal Dasrah vang menvelenggarakan wrusan
pemerintahan di bidang penelidan den pengembangan, maka usulan irieistif
Inowas Daerah dikembalikan dengan disertal penjelasan falasan pengembalian.

Papal 16

(1] Dalam penyvelengparaan Pemaluan Kebudsyvaan Pemerintah Deerah Eabupaten
membentuk tim Pemajuan Kebidayaan Daerah,
(2} Tim sebageimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu satman kena yang dibentuk
olch Pemerintah Daemhb Kabupaten vang beranggotakan:
&, unsur pernerintaban;
b. ahli yang memiliki kompetensl dan kredibilitas; dalsm objek Pemajuan
Eebudayaan Daerah;
c. aloydemisi
d. pegiat Kebudsyean; dan
perealolan tokoh Masyarakat
i3} Timumhagah:mn&ﬂlmnkaudpad&&nﬂ!l}hﬂajﬂlﬂitﬂnﬂimdcnm
Keputusan Hupari.

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf |

Inventarisasi

Pasal 17
Inventariazsi objek Kehodayasn Daerah terdiri atas tahapan:
A pepcatatan dan pendokumentasian;

b. penetapan; dan
c. pemutakhiran data.

Pagal 15

{1} Pemedntah Daerah wajib melakukan peacatatan dan pendokumentasian Objek
Pemajuan Kebudayaan Daerah.

(2] Setiap Oreng dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek
Pemajuan Kebudayann Daerah.

{3} Pemerintah Dasrah memiasifitas) Setiap Orang yang melakukan pencatatan
dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan stbagaimana dimaksad
pada ayat (2},

Faragraf 2
Pengamanan
FPasal 19

(1} Pemerntahh Daerah  wajib melakulkan pengamanan  objek Pemajuan
Kebudayaan.




(2
{3

H

(1)
(2)
(2

[

(3]

(1)

(2

Setiap Orang dapat berperan aletf dalam melakulan pengemanan objek

Pemajoan Kebudayaan.

Pengamanan ohjek Pemajuan Kebudaysan dilakuken onmuk mencegab agar

pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaen infelektual objek Pemajuan

Kebudsayaan.

Penganmanan objek Pemajuan Kebudayann. dilakukan dengan cara:

a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secam
terus menerus;

b. mewarisken objek Peleastarian den Pemajuan Kebudayaan Daerah kepacda
generasi berikutnya;

c. memperjuangkan objel: Pefestarian dan Pemajuan Kebudayzan Daerah
sebapgal warisan budaya dunin; dan

d. penyimpanan chjek Pelestarian dan Pemajuan Kebudavasn Deerah.

Paragral 3
Pemeliharsan

Paszal 20

Pemerintah Daerah wajib melakuokan pemeliharaan objek Pelestarian dan

Pemajuan Kebudayaan,

Setiap Orang dapat borperan aktif dalam melakukan pemeliharsan objek

Peleatarian dan Pemajuan Kebiudayaan Dacrah.

Pemeliharaan  objek  Pelestarian  dan  Pemajusn  Kebudayesn Daerah

sebagaimana dimaksad pada ayat [1] dilakukean mencegah kerosakan, hilang,

atau muanahrmya objck Pemajuan Kebudayaan.

Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayuaan dilakukan dengan cara :

& menjagn nilai keluhuran dan kearifan objek Pemajuam Kebudayaan;

B, menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-har;

¢. menjaga keanekarsgaman objel Pemajuan Kebudayaan;

d. menghidupkan dan menjaga ckosistern objek Pemajuan Kebudayvsan untuk
setinp objek Pemajuan Kebudayaan,

. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan

L Pemberian legalisas,

Ketentuan lebih lanjut mengenad upaya pemeliharsan objek Pelestanan dan

Pemajuan Kebudaysan Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan avat (4} diatur dalam Peratursn Bupati.

Pasal 21

Pemberian legalitas sebagaimann dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4] hunsf §
dilakukan denmgan cara regisirasiftanda daftar setiap objek Pemajusn
Kebudayaan Daerah.

Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penstapan
atatua dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:

a, inventarisssi dan dokumentasi;

b. pengkafien; dan

£. penetapan.




(1)

(/]

(L)

{2

3}

Paragraf 4
Penpelemmatan

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melalmkan penyelameatan objek Pelestaran dan
Pemajuan Kebudayaan Dasrah.

Soetiap COrang dapat bDerperan akill dalam melakukan penyelamatan objek
Peleatartan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,

Penyelamatan objek Pelestanan dan Pemnajuan Kebudayeaan Daerah dilakubkan
dengsn cara;

a. mevitalisasi

b. repatriasl; dan/atau

€. roegtorssi.

Tata cara penyvelamatan objek Pemajuan Kebudeyaan sebagaimana dimalesud
padla ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupsati.

Paragraf 5
Publikasi

Fasal 273
Pomerintah Daerah wajib melalmlan publikaal terhadap informast vang
berkaitan  demgan  inventarisasi, pengameanan, pemelibaraan, dan
penyelamatan objelk Peleatarian dan Pemajuan Kebudaysan Daerah.
Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakuken publikasi terhadap segala
informasi yang berkaitan dengan inventarizasi, pengamanan, pemeliharaan,
dan penvelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan KEebudsyaan Daerah.
Publilasi dilakulean untuk penyeberan informasi kepada publik baik di dalam
teger: maupun di luar negen dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 24

Publikas sebagaimana dimaksud dalam Passl 23 dilskukan melalui;

.

h.
©.
d.

(%)
i2)

penerbitan bukn terkait objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
pembuatan website resmi khusus erkest objek Pemajuan Kebudayaan:
pagelaran seni budaya secars ruting dan/atau

membuat koran danfatan jumal budava Dacrah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Dacrah

Pasal 25

Pemerintah Daerah wafib melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan
Pemajuan Kebudeyaan Daerah.

Setinp Crang dapat melalukan pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan
Kebudayaan Daerah.




{3) Pengembangan objelk Pelestarian den Pemajuen KEebudayean Daerah dilakukan
dengan cara:
B, penyebarluasan,
bh. penghajian; dan/atau
¢. pengayvasn keberagaman.

(4 EKetentuan mengenai tata cara pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan
H.r.l;l'r,u:lnmm Daverah diatur dalam Peraturan l.’-'LEl:n!LH

Fazal 26

Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana
dimakend dalam Paasl 25 haros mempertimbangkan:

peiestarian Kebudiyaan Daerak;

kemanfastan untuk Masyarakat:

partisipasi Masrarait,

edukasi Masyarakat; dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 27

Pengembangan Objek Pelestaram dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana
dimakeuad dalsm Pasal 25 ayat (3] hurud a eampai dengan huruf ¢ dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah melnlui:
a. upava menvajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang
memilikd nilal luhur budaya Daegah;
b, memfasilitesi proses peleatarian Kebudayaan melalui pendicdiloan;
memilasilitasi pengembangan chiek Kebudayann melahn serangkadan kegiatan
ilrniakh;
memfasilitasi kelembagaan kessmian dan Kebudayaan,
memizsilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan/atau
pengembangan pusat pembinasn kKesenian den Kebudavaan tradisional di
setiap kecamatan.
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Pagal 28

Pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayasn Daerah sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 25, dilaksamakan melalui:

a. kajian;
b, penelitian;
c. diakusi Kebudayaan;
d,  seminar Kebudayaan; dan/atau
e, lokakarya Kebudayasn.
Bagian Essmpat
Pemanfaatan
Pasal 29

{1} Pemerintah Dasrab, dan/atans Sebap Orang dapat melakualan pemanfasatan
Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,




2] Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Pemajoan
Kebudavaan Daerah sebapaimana dimaksod pada avat (1) dilakukan melahsi;
4. pengembangan/inovesi;

b. pendayagunaan; dan
¢. perbanyakan/penggandaan.

(3] Pemanfatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayeaan Pemajuan
Ketudayaan [Dwmemah  schagaimana dimaksud peda syat [2) harus
mempertimbangkan aspek:

g, pelestarian dan Pelindungan Kebudayaan Dasrub;

b. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Deerah;

c. peningkatan k=tahanan bodaya Dasrah; dan

d. peningkstan peran egktif den pengaruh Eebudayean Deergh dalam
hubungan antar dasmah, nassonal, maupun intemasional,

Pagal 30

Pemanfaatan melalui pendavagunaan scbhagaimana dimakeod dalam Pasal 29
ayat (2] huruf b, dilakukan untuk memenuhi kepentingan;

memajukan Eebudayaan Dasrah;

meningkatkan cira Masyarakat;

meninglestkan ekonomi dan keesjahleraan Masvaraloal;

meningkatkan mutu pendidikan;

menimgkatkan I pengetabhoan dan einolog; dan

meminglatkan cilra kepariwisalaan.

Paaal 31

Ketentuan lebih lanjul mengenal pedoman dan iatn cara pemanfaatan Objek

Pemajuan Kebudavasn Deerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sampai
dengan Pasel 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

mpap TR

FPembinaan

Pasal 33

{1} Pemerintah Daesah Kabupaten harus melakukan pembinaan Pemajuen
Kebudayaan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada syat (1) dilakukan untuk
meninglatkan jumlah dan muty Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga
Kebidayaan, dan pranata Kebudayasn Dasmh.

{2} Peninglatan mutu Sumber Dayva Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan,
dan pranata Kebudayasn Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ([(2)
dilakarkan meelalui:

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

b. standardisesi dan sertifikasi Sumber Dayva Manusia Kebudavaan sesuad
dengan kebutiuhan dan funtutan;

c. peningkatan kopasitas tata kelola Lembaga Eebudsyaan dan pranata
Kebudayaan;

d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasl, danfatau

e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemajuan
Kebudayaan Daerah.




(4]

(1)

[2)

[

(+

=)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinean dan tata cara pembinasn

Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimans dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3] diatur dalam Peraturam Bupat,

BAR V]I
HAK DAN KEWAJIRAN

Pasal 33

Setiap Omng berhnk:
. berekspresi;
mendapatkan pelindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
berpartisipasi dalam Pemajuan Kebadayaan Daerah;
melakukan advokasi publikasi, serta sosinlisasi upaya pemehharaan dan
Pengembangan Kebudayaan Dasrah bersama;
memberikan masukan dan sombangan pemikiran dalam uUpaya
pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;
f. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Kebudavaan Daerah;
g. memanfEatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
h, memperoleh manfeat dari Pemgjuan Kebudayaan Daerah untuk
meninglkatkan kesejahieraan,
Pemerintah Daerah dapst memberikan fasilitasi kepads Masyarakat dalam
melaksanakan pemajuan objek Pelesrarian dan Pemajuan Kebudayasn Daerah,
Bentuk [asilitasi kepada Masyaralkat antars lain:
a. bhantuan teknis dan tenega ahli;
b. peningkatan kapasitas budaya bagi Masyarakat;
e, subsidi budaya; dan/atau
d. pembinaan dan edukasi.
Setiap Orang berlewajihen:
mendukung upsaya Pemajuan Pelestarian dan Kebudayaan Dasrah;
memetihers rasa toleransi dan kebhinekaan berkebudayaan:
mendorong lahimya interaksi antarbudaya;
mempromosikan Eebudaysan deerah i tnglkat nasiopal maupun
internaswonal;
. memetihara sarana dan prassrana Kebudayaan daerah; dan
f. melakukan pengawasan techadap upaya pemeliharaan dan pengembangan
objelk Kebudayaan.
Masyarnkat dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan
bersama Pemerintah Daerah.

BpER

L

B oo

RAB VIl
PENDANMAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelestarian den Pemajuan Kebudayean Deerah dapat bersumber dari:

a.
h.

anggaran pendapatan dan belanja dasrah; dan//atag
sumber dana lain vang sah dan tdek mengkat sesuai ketentuan Peraburan

Perundang-andangan.




Pasal 35

{1} Pemblavann kegiatdin Pelestarian dan Pemajean Kebudaysan Daerah yang
dilaksanakan Masvarakat menjadi tanggung jawab Masyaralal

{2) Pemerintah Dacrah dapat membenkan bantoan untuk kegiatan Pelestarian
dan Pemajuan Kebudayaan Dacrah yang dilakukan oleh Mosyarakat.

BAR 1X
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

(1] Bupati melaksanakan pemibinaan dan penganwasan pelaksanaan Pelestaran
dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

[2] Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas,

HAH XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Daerah ind harus ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ind diundangkan,
Pasal 38
Peraturan Daerah imi mulai beriaku pada tanggal diundangkan
Agar Setiap Omng mengetahuinva, memerintahkan pengundangan  Peraturan

Daeraly ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Togo
Umna-Lina.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPAT] TOJO UNA-LINA,

1

IEHAM
Diundangkan of Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
BEABUPATEN TOJO UNA-UNA,

\
Z Ve~
ALFIAN MATAJENG

LEMBARAN DAERAH KABLUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025 NOMOR 9,

NORECG PERATURAN DAERAH KABUPATENTOLO UNA-UNA PROVINS] SULAWESI
TENGAH ; 121.09/2025.



Pasal 35

(1] Pembiavaan kegatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah vang
dilaksanakan Masyaralat menjadi tanggung jwab Masvaraknt

{21 Pemerintah Daemah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian
dan Pemajuan Kebudayaan Dasrah yang dilakukan oleh Masyarmkat

BARB IX
PFEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Poaal 36

(1] Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pelestarian
dan Pemajuan kebudayaan Dacrah.

(2] Dalam pembinaan dan pengawasen pelaksanaan Inovas: Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bupatl dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB XI
KETENTUAN FENUTUP

Paaal 37
Peraturan pelaksanaan dar Peraturan Daerah ind harus ditetapkan paling lama &
|enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diondangkan,
Pasal 38
Peraturan Dacrah i mula: berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar Setipp Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Darrah i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TOJO LINA-UNA,

reed.

ILHAM
Diundangkan di Ampans
pada tanggal 10 Desember 2025

SELKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO LINA-LINA,

1
'
ALFIAN M ENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025 NOMOR 9.

NOREC PERATURAN DAERAH KABUPATENTOJUO UNA-UNA PROVINSI SULAWES]
TENGAH : 121,09/20325.



FENJELASAN
PERATURAN DAERAH EABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

LIMUM

Kebudayaan merupaken jat din bangsa vang perlu dilestariloan
dan dikelola untuk mengamin kemajuoan peradaban, mempertinge derajat
kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi
investaal pembangunan masa depan demi tereujudnya kescjahteraan,
kemalemuran, keadilan dan perdamatan masyarakat, Sehingga pemerintah
mempunyal kewgjiban melaksanaksn kebjjakan untuk memajukan dan
meleatarikan kebudayaan, Keanekaragaman budaya i Indonesia menjadi
peluang sekalipus potens: untuk mencipiaian persatuan dan kenyamansar
hidup berbanges dan bernegars, Selwn duamanatkan oleh Undang Undang
Dasar Negara Fepubhk Indonesia Tehun 1945, opaya pemajuan dan
pelestarian kebudavean dilakulcan oleh Pemerintah Pusal, Pemerintah
Dacrah Provinsl, Pemermtah Deemmbh Eabupaten/Kota berdasarkan
pembagian urusan pemerintabhan  konkuren  khususnya  urusan
pemerintahan wajib yvang tidek berkaitan dengan pelavanan dasar.

Keberadaan pengaturan pada Kabupaten Tojo Una-Una tentang
Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayzan Dasrah memupakan kebutuhan
hukum vang substantll yang tmbul akibat potret perlindungan hukum
bag Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Pelestarnan Kebudayaan
Daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una, hal ind mengingat agar terdapat
ndasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tgjo Una-Una dalam
melaksanakan fugas dan tangeungawabnya yang bentuknya Pelestarian
dan Pemajuan Ksbudayaan di Kabupaten Tojo Une-Una.

PASAL DEMI] PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pagal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelaa.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “manuskrip® sdaish naskah beserta
segala informasi yang terkandung di dalamnya, yvang memilila
nilai budaya dan sejarsh, antara lain, serat, babad, hikavat,
dan kitab.




Huraf b

Yang dimaksud dengan “tradisi hisan® adalah tuturan yang
diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antam
lain, aciarah lisan, dengeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ndat istindat™ adalah kebiasaan yvang
didasarkan pada nils tertentu dan dilekukan alelh kebompole
masvarakat secara terus-menerus dan  diwariskan  peda
generani berkutnya, antara lain, tata kelola Imgkungan dsm
tata cara penyelesaian senghketa.

Hurufd
Yang dimalksud dengan "ritaa” adalah tats cara pelakaansen
opacara atau kegatan yang didasarkan pada nilad tertentu dan
dilakukan cleh kelompolk masyaralal secara lerus mensrus
dan diwariakan pads generazi berikutnya, antara lain, berbagai
perayaan, peringatan kelshiran, upacara perkawinan, upacars
kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapantiva.

Huprtaf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah
s=luruh ide den gagasan dalem masvarakat vang mengandung
milayn  setempat  sebagai basil  pengalaman nyata  dalam
berinteraksi dengan Bngkungan, dikembangksn secara terus
mencrus dan diwariskan  pada  generasi | berfkutnya,
Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan tangan, busana
adat, metode atau tata cara peogobatan tradisional, jamu dan
remnpah abat-obatan, makanan dan minuman tradisional serta
pengetahiusn dan kebiasaan perilaku mengenal alam dan
aommesta,

Huruf £
Yang dimaksud dengan “telnologl  tradisional”® sdslah
keselurnhan samna untuk menyediakon barang barmang ata
cara yang diperlukan bagl kelangsungan ateu kenyamanan
hidup manusia delam  bentuk  peoduk, kemabiran, dan
keterampilan maavarakat sebagai hasil pengalaman nyata
dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembanghkan
secatE  terus-menerus  dan diwarisken peds penerasi
berikutnya. Teknolog tradisemal antara  lain amsitektor,
perkakas penpolahan sawsh, alat transportas den sstem
g,

Huruf g
Yang dimaksud dengan "eeni” adalah ekepresi artistik individuy,
Eolektif, atau komunal, vang berbasis warisan budayva maupun
berhasis kreabivitas penciptaan baru, yang terwujud dalam
berbagai bentuk kegiatan dan/ atau mediuom. Seni antara lain
seni pertunjukan, senl rupa, send sastra, film, send musik, dan
seni media.

Hurufh
Yang dimaksud dengan "bahasa’ adalah sarana komunikaes
antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isvarat,
antara lam, bahasa Indonesia dan bahasa daerah,




Humuf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakvat® adalah berbagai
permainan vang didasarken pada niled tertenty dan dilakukan
aleh  kelompok masyarakst secara  terus-meneris  dam
diwariskan pada generasi berikutnys, yvang bertujuen untulk
menghibur dirl, antara lain, permainan kelereng, gasing, dan
sumypit.

Huruf

Yang dimakaced dengan “olah raga tradisional” adalah berbagad
aktivitas fistk dan/ atau mental vang bertujuan untuk
menvehatian dir, peningkatan daya tahan tubub, didasarkan
pada nilal terfentu, dilakukan ocleh kelompok masyarakat
secam  lerus menerus, dan  diwariskan  peda  generas
berikutnya, antara lain, seperti bela diri.

Hurof k

Yang dimaksud dengun "huliner tradimional” adalah berbagai
macam masakan dan makanan serta minuman Daerah baile
yvang disajikan scbagal menu keseharan maupun pada saat
berfentu.

Huruf |

Yang dimaksud dengan "cagar budaya adalah warisan budaya
yvang bersifat kebendean berupa benda cagar  budaya,
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, aitus cagar
budaya, dan kawasan cagar budaya di damt dan atau di air
vang periu dilestaritan keberadaannya karema memiliki nilai
penting bagi s=jamh, ilmu pengetahuan, pendidikan, dam

E =R SR

Paaal 6

Cubup pelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal @

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jeias.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cultup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jeias.
Pasal 15

Culnrp jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.




Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
FPaaal 19

Cukup jelas.
Frasal 20

Cukup jelas
Fasal 21

Cukup jelas,
Fasal 22

Cukup felas.
Pasal 23

Cukup [elas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Passal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jekas.
Pasal 28

Cukup jelaa.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelns.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jclas.
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Culoup jelas,
Pasal 37

Cukup jelas,
FPasal 38

Culiup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOERE 346.




